
Peraturiyt^

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukkan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakalobi
dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4339);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
rambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
^ahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali
^iubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintflh
!>fomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60, Tahun 2014 tentang Dana
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik

neaia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali/
iiubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 ]
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas ~

Mengingat     :   1

BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA:

PERATURAN BUPATI BOMBAHA
HOMOR 60TAHUN2018

TEHTAKG^

PEMQBLOLAAH KEU AMOAN DESA

D^HOAK RAHHAT TURAN TAKG HAHA ESA'

BUPATI BOMBABA.

bahwa menindak lanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
perfu mengatur pelaksanaan Pengelolaan Keuangan di Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
Pengelolaan Keuangan Desa.



;Pengertian

;Pasal 1
m Peraturan Biipati ini yang dimaksud dengan:
Daerah adalah Kabupaten Bombana;
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang raemiliki batas wilayah yang
berwenang uiituk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan,, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan pfakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Repubiik Indonesia.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Repubiik Indonesia.
Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagal unaur
penyelenggara Pemerintahan Desa.
Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat
BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah den ditetapkan secara demokratis.
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa
uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan
hak dan kewajiban Desa.
Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
Rencana Keria Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP I
Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pemh^ngunaov̂ ^

MEMUTUSKA*

Pemcrintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2016 Nomor
57, Tambahan ^embaran Negara Repubiik Indonesia Nomor
5864);

Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Repubiik
Indonesia Tahurt 2018 Nomor 611;



Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Desa, sclanjutnya
disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan
pcmerintahan Desa.
Penerimaan Desa adalah uang yang masuk kc rekening kas
Desa.

Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening
kas Desa.

Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu)
tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu
dikembalikan oleh Desa.
Belanja Desa ada!ah semua pengetuaran yang merupakan
kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak
akan diterima kembali oleh Desa.
Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun anggaran berikutnya.
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang
sclanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau
sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai
kewenangan menyelenggarakan keseiuruhan pengelolaan
keuangan Desa.
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya
disingkat    PPKD,  adalah  perangkat    Desa   yang
melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan
keputusan  kepala Desa yang menguasakan sebagian
kekuasaan PKPKD.
Sckretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan
sebagai   unsur   pimpinan  sekretariat    Desa  yang
menjalankan tugas sebagai ^coordinator PPKD.
Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut  Kaur, adalah
perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf
aekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
Kepala Seksi,  yang selanjutnya disebut   Kasi,  adalah
perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana
teknis yang menjalankan tugas PPKD.
Rekening Kas Desa adaiah rekening tempat menyimpan
uang Pemerintahan Desa yang menampung  seluruh
penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang
ditetapkan.
Badan Usaha Milik Desa, sclanjutnya disebut BUM Desa,
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan
guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya
untuk sebesar besamya kesejahteraan masyarakat Desa.
Dana Cadangan adalah dana yang  disisihkan  guna
mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar
yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
Surplus  Anggaran  Desa adalah selisih lebih antara
pendapatan Desa dengan belanja Desa.
Defisit  Anggaran Desa adalah selisih kuiang antara
pendapatan Desa dengan belanja Desa.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya diBebut
SiLPA adalah selisih lebih realisasi  penerimaan dan
pengeluaran anggaran selama satu periode
Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran  yang  selanjutnya
disingkat DPA adalah dokumen yang



kegiatan,  anggaran  yang  disediaksn,  dan  rencana
penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan
berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB
Desa.

Dokumen  Pdaksanaan  Pcrubahan  Anggaran  yang
eelanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat
perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan
rencana  penarikan dana untuk kegiatan yang akan
dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan
dalam Perubahan  APB  Desa  dan/atau  Perubahan
Penjabaran APB Desa.
Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran  Lanjutan  yang
selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat
kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk
kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA
tahun anggaran sebelumnya.

Pengadaan barang/jaaa Desa yang aelanjutnya disebut
dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk
memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik
dilakukan  melalui  swakelola  dan/atau  penyedia
barang/jasa.
Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK
Desa adalah dokumen yang memuat anas kas masuk dan
arus kas keluar yang duzunakan m^nga^ur penan^^an dana
dari  rekening  kas   untuk  mendanai  pengeluaran-
pengeluaran b^rdasarkan DPA yang telah disahkan oleh
kepaiaDesa.
Surat Pertnintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat
SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan
pengadaan barang dan jasa.
Bupati adalah Bupati Bombana.
Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya
disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian,
unit  pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian,
inspektorat  daerah  provinsi,  dan inspektorat   daerah
kabupaben -

BagianKedua'

Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal2
Keuangan Detta dikelola berdasarkan asas transparan,
akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan
disiplin anggaran.
APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa
dalam masa 1 (satul tahun an^aran oiulai tanggal 1
Januari aampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB II<

KEKUASAAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA     •

Bagian Kesatu

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal3
Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah
dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.



Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), mempunyai kewenangan:
i. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik

Desa;:
;. melakukan undakan yang mengakibetkan pengeluaran

atas beban APB Desa;
d. menetapkan PPKD;
;. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
*. menyetujui RAK Desa; dan
j. menyetujui 3PP.
Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan
~>esa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa

nenguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat
Desa selaku PPKD.
Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD
ditetapkan dengan keputuaan kepala Desa.

Bagian Kedua

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 4
D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:
Sekretaris Desa;

it dan Kasi; dan
Kaur keuangan^

Pasal 5
Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD.
Sekretaris  Desa  sebagaimana dimaksud  pada  ayat
(l)mempunyai tugas:

. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan APB Desa;
b. mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa

dan rancangan perubahan APB Desa;
. mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan

Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan
pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;

d. mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan
kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan
Perubahan Penjabaran APB Desa;

. mengkoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang
menjalankan tugas PPKD; dan

f. mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan
Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan
APBDesa.

lain tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat  (2),
Sekretaris Desa mempunyai tugas:
a.melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
b.melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
c.melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan

pengeluaran APB Deaa.

Pasal 6
Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf
b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri a

Kaur tata usaha dan umum; dan



Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat dibantu oleh tim
yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang
karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari
unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa
dan/atau masyarakat, yang terdiri atas:
a.ketua;

b.sekretaris; dan
c.anggota.

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu
pelaksana kewHayahan.
Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa.
Tim sebagaimana dimaksud pada ayat  (4) ditetapkan
melalui keputusan Kepaia Desa.

Pasal 8
Kaur keuangah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.
Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1),
mempunyai tugas:
a.menyusun RAK Desa; dan
b.melakukan penatausabaan yang meliputi  menerima

menyimpan, menyetorkan/membayar, menatauaahakan
dan tnempertaJiggungjawabkan penerimaan pcndapatan
Desa dan pengeluaran ^pi^T' rangka pelaksanaan APB
Desa.

Kaur   Keuangan   dalam  melaksanakan   fungsi
kebendaharaan  memiliki Nomor  Pokok  Wajib
pemerintah Desa.

b. Kaur pereilcenaan.

KaBi aebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.Kasi pemerintahan;
b.Kasi kesejahteraan; dan
c.Kasi pelayanan.

Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas:
a.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran

atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
b.melaksanakan  anggaran  kegiatan  sesuai  bidang

c.mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
d.menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai  bidang

tugasnya; .
e.menandatangani  perjanjian  kerja  sama  dengan

penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan
yang berada dalam bidang tugasnya; dan

f.menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang
tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB
Desa.

Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan
anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan
berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan
dalam RKP Desa.



BAB III

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 9
APB Desa terdiri dan:. • .•    •'

a.pendapatan Desa;
b.belanja Desa; dan  -;       ;   '';: ••\ •    '. .

c.pembiayaan Desa.

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a diklasifikasikan menurut keiompok, jenis dan objek
pendapatan.
Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan,
jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja.
Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
diklasifikasikan menurut keiompok, jenis dan objek
pembiayaan.

Pasal 10
P in lapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa diberi
'^ r rekening.

: -..    .        '; "'        BagianKesatu  '. •• *-•     -   :    ,   ^.  '

' •   . ;Pendapatan   ,-;   ;       ; • . ;     .    .   ••

Pasal 11
Pendapatan Desa sebagaimana dimakaud dalam Pasal 9
ayat (1) huruf a, yaitu semua penerimaan Desa dalam 1
(satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak
periu dikembalikan oleh Desa.
Pendapatan Dcsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri atas keiompok:
a.pendapatan asli Desa;   ;.• i:;>,
b.transfer; dan. ..• '%.-    '••        [   k-

c.pendapatan lain.;•}•'..   .  : . ''•'      f •

•Pasal 12
Keiompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11; ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
a.hasil usaha;
b.hasil aset; •,      . . •

c.swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan •'  '

d.pendapatan asli Desa lain.
Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, antara lain bagi hasil BUM Desa.
Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
antara lain, tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa,
tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset
lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-
usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana
dimaksud pad$. ayat (1) huruf c adalah penerimaan yang
berasal dan sumbangan masyarakat Desa.
Pendapatan asli Desa lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d antara lain hasil pungutan Desa.

Pasal 13
Keiompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal
ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:

p



a.dana Desa;

b.bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah
kabupaten;

c.alokasi dana desa;
d.bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah Provinsi; dan
c. bantuan keuangon dari Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah Kabupaten.
Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, dapat bersifat
umum dan khusus.

Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dikelola dalam APB Desa tetapt tidak
diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit
70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga
puluh per seratue).

Pasal 14
mpok pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal
yat (2) huruf c, terdiri atas:
penerimaan dari hasil kerja sama Desa
penerimaan dari bantuan perusahaan yang bcrlokasi di
Desa;:
penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya
yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun
anggaran berjalan;
bunga bank; dan-.:
pendapatan lain Desa yang sah.', ;

Bagian Kedua  '.•'• :   .:.
•    , V   •         '•Belanja/;- '    '• l    '     • ^*

Pasal 15
Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
luruf b, yaitu semua pengeluaran yang merupekan
tewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.
3elanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan
tewenangan Desa.

Pasal 16;
lOasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang:
i. penyelenggaraan pemerintahan Desa;:

pelaksanaan pembangunan Desa;'

pembinaan kemasyarakatan Desa;
pemberdayaan masyarakat Desa; dan
penanggulangan  bencana,  keadaan  darurat   dan
mendesak Desa.

Klaslfikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang
dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah
dituangkan dalam RKP Desa.
Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

luruf e dibagi dalam sub bidang sesuai dengan keburuhan^
)esa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat danL

mendesak yang terjadi di Desa.^ ^-
!^ •' jIf



Pasal 17
Oasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
lyat (1) huruf a dibagi dalam sub bidang:

penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan
dan operasionat pemerintahan Desa;
sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
administrasi kependudukan, pencatatan sipil, atatistik,
dan kearsipan;
tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan

pelaporan; dan
pertanahan.

Oasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
lyat (1) huruf b dibagi dalam sub bidang;
l pendidikan;

" Esehatan;
:. pekerjaan umum dan penataan ruang;

kawasan permukiman;
kehutanan dan lingkungan hidup;
perhubungan, komunikasi dan informatika;

;. energi dan sumber daya mineral; dan
pariwisata;

^asi^̂ kasi belarua sebagaimana dimak^ud dalam Pasal 16
lyat (1) huruf c dibagi dalam aub bidang:

ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat;
kebudayaan dan kegamaan;
kepemudaan dan olah raga; dan
kelembagaan masyarakat

aasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
lyat (1) huruf d dibagi dalam aub bidang:

kelautan dan perikanan;
pertanian dan petemakan;
peningkatan kapasitas aparatur Desa;
pemberdayaan perempuan,  perlindungan anak dan
keluarga;   ;
koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
dukungan penanaman modal; dan

;. perdagangan dan perindustrian.
^asifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
iyat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang:
i. penanggulangan bencana;

keadaan darurat; dan
keadaan mcndesak.

Pasal 18
Sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)

ipai dengan ayat (4( dibagi dalam kegiatan.
Daftar kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
nenggunakan bahasa Indonesia dan dapat disesuaikan

igan bahaaa daerah dengan kode rekening yang sama.
nerintah Daerah dapat menambahkan kegiatan yang

tidak tercanturn dalam daftar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1J dengan memberikan kode sampai dengan nomor 99.

:merintah Daerah dapat menambahkan kegiatan
unerimaan lain Kepala Desa dan perangkat Desa dengan

kode rekening sampai dengan nomor 99 yang anggarannya
dialokasikan dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau
sebutan lain dan/atau bantuan khusus pada sub bidang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a.

Miambahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ]

tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan



:Pasal 23
) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 jjj

J:nsBelanjasebageimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1),
t re iri atas:

belanja pegawai;• ,;.
^elanja barang/jasa;   •    ^•:< ' ''

^elanja modal; dan>.• ' .' '

^lanja tak terduga.

Paaal20
3elanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
luruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap,
tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial

' kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD.
3eianja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan
^esa.

) 3elanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)
^elaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
^embayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada

at (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
idangan dan kemampuan APB Desa.

:Pasal 21
) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

luruf b digunskan untuk pengeluaran bagi pengadaan
ig/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari  12 (dua

^elas) bulan.
ija barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

iigunakan antara lain untuk:
operasional pemerintah Desa;
pemeliharaan sarana prasarana Desa^
k^jatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan tcknis;
operasional BPD;
insentif Rukun Tetangga/Rukun Waiga; dan
pemberian   barang   pada   masyarakat/kelompok
tnaayarakat.

^nsentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana
limaksud pada ayat (2) huruf e yaitu bantuan uang untuk
^perasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk
nembantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan,
^erencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban,
ierta pemberdayaan masyarakat Desa.

) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dilakukan
untuk menunjang pelaksanaan kegtatan Desa.

Pasal 22
Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf
:, digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang
nilai manfaatnya lebih dari 12 {dua belas) bulan dan

imbah aset.
p )  Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan

banyak 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimar
dalam ketentuaii peraturan perundang-undangan.



tmruf d merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan

;ndesak yang berskala lokal Dcsa.
lanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan

^encana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak
^ebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedildt
ucmenuhi kritcria sebagai berikut:

bukan  merupakan  kegiatan  normal dari aktivitaa
pemerintah : Desa  dan  tidak  dapat   diprediksikan
sebelumnya;
tidak diharapkan terjadi berulang; dan
berada di luar kendali pemerintah Dcsa.

jgiatan  pada  sub bidang  penanggulangan  bencana
:bagaimana dimaksud pada ayat (1)  merupakan upaya

anggap darurat akibat  terjadinya  bencana alam dan
^encana sosial.

^egiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana
limaksud pada ayat (1) merupakan upaya penanggulangan
ceadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau
erancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan

asarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan
rganggunya pelayanan daaar masyarakat.

Cegiatan pada Bub bidang keadaan mendesak merupakan
ipaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar
nasyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.
Cetentuan lebih lanjut belanja kegiatan pada sub bidang
lebacaunana dima^sud pada ayat (1) diatur dalam ^eraturan

ptt mengenai pengelolaan keuar^an De&a,

Cetentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana
jiniaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat:

^criteria bencana alam dan bencana sosial;
kriteria  kegiatan  yang  dapat    dibiayai   untuk
penanggulangan bencana alam dan bencana sosial;
kriteria keadaan darurat;

1. kriteria sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk
masyarakat;
kriteria keadaan mendesak;
kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan;
dan
tata cara penggunaan anggaran.

Bagian Ketiga
Pembiayaan

Pasa!24
*cmbiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
1) huruf c merupakan semua penerimaan yang perlu
Ubayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
tembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
naupun pada tahun anggaran berikutnya.
Jembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
.erdiri atas kelompok:

penerimaan pembiayaan; dan
pengeluaran pembiayaan.

Pasal 25
'enerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud
^al 24 ayat (2) huruf a, meliputi:

SiLPA tahun sebelumnya;
pencairan d^na cadangan^ dan



{ '.) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
^erupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang
dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa.

) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ialam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat
dijual.

) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analiais
ielayakan  sesuai   ketentuan  peraturan  perundang- /
jndangan.I

cara penyertaan modal diatur lebih lanjut  dalam IA-

;. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali
tanah dan bangunan.

3iLPA s^bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling
iedikit   meliputi   pelampauan  penerimaan pendapatan

rhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana
^egiatan yang btjUlm seiesai atau lanjutan.
Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
1) huruf b digunakan untuk menganggarkan kebutuhan
lana  cadangan  yang  selanjutnya  dicatatkan  dalam
jenerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan
*ebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dicatat dalam

pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa
rang dipisahkan.

Pasal 26
.aran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

(2) huruf b, terdiri atas :
^mbentukan dana cadangan; dan
^nyertaan modal.;

Pasal 27
}  Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam

il 26 huruf a dilakukan untuk mendanai kegiatan yang
^nyediaan dananya tidak dapat  sekaligus dibebankan

' im 1 jsatu) tahun anggaran.
ibentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada
t (1) ditetapkan dengan peraturan Desa.

^raturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
^dikit memuat:

penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
program dan. kegiatan yang akan dibiayai dari dana
cadangan;
beaaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus
dianggarkan;
sumber dana cadangan; dan
tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan  dana  cadangan  dapat  bersumber  dari
xnyisihan atas penerimaan DeBa, kecuali dari penerimaan

penggunaannya telah ditentukan secara khusus
xrdasarkan peraturan perundang-undangan.

inganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir
asa jabatan kepala Desa.

Pasal 28
) ^enyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26

luruf b antara lain digunakan untuk menganggarkan
cekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM

lingkatkan pendapatan Desa atau pelayanan



Pasal31
>erencanaan  pengelolaan  keuangan  Desa  merupakan

icanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintalian
^esa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan
" ilam APB Desa,
iekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan
LPB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan
wdoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan
1eraturan Bupati setiap tahun.
tlateri muatan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud
>ada ayat (2) paling sedikit memuat:
i.  sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten

dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
prinsip penyusunan APB Desa;

;.  kebijakan penyusunan APB Desa;
teknis penyusunan APB Desa; dan
hal khusus lainnya.

^ancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan
myusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal32
j^)  ^ekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa

entang APB Desa kepada Kepala Desa.
(^) ?ancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana

limaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada
1PD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam
nusyawarah BPD.

angan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana
limaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat

Pasal29' ••

P^ntelolaan keuangan Desa meliputi::

>erencanaan;
^elaksanaan;'  ,, '

natausahaan;

laporan; dan
)ertanggungjawaban.•

Pasal30
^engelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam
Jasal 29 dilakukan dengan Basis Kas.
lasis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
^encatatan transaksi pada saat kas diterima atau
likeluarkan dari rekening kas Desa.
'engelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan

•ngguiiakan sistem informasi yang dikelola Kementerian
)alam Negeri.

Bagjan Kesatu

^eraturan Bupati mengenai pengelolaan keuangan Desa.
^eraturan Bupati Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
ledikitnya mcmuat ketentuan:

indikator pcnyertaan modal yang dapat disertakan; dan
indikator analisa kelayakan penyertaan modal.



mlan Oktober tahun berjalan.
m hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan

tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa,
^emerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang
"^kenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan

nerintahan DeBa dengan menggunakan pagu tahun
lebelumnya.

Cepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai
lasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
lyat (4).

Pasal 33
itas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD

lebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), Kepala Desa
^nyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai
njabaran APB Desa.

tekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan
uran Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34
tancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana
limaksud dalam Pasal 32 ayat (3) disampaikan Kepala Desa

! Eepada Bupati melalui camat  atau sebutan lain paling
ibat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

^upati dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan
landuan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB
>esa.

•enyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
: ebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan
< lokumen paling sedikit meliputi:

surat pengantar;
rancangan peraturan kepala Desa mengenai penjabaran
APB Desa;
peraturan Desa mengenai RKP Desa;
peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak
asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
peraturan D^^sa mengenai pembentukan dana cadangan,
jika tersedia;
peraturan  Desa  mengenai  penyertaan modal,  jika
tersedia; dan
berita acara hasil musyawarah BPD.

Pasal 35
I lupati dapat mengundang kepala Desa dan/atau aparat

terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
lasil  evaluasi  sebagaimana dimaksud  pada ayat   (1)
tuangkan dalam Keputusan Bupati  dan disampaikan
;pada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja

erhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
)alam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam
>atas  waktu  sebagaimana dimaksud  pada  ayat   (2),
ancangsn  peraturan  Desa  dimaksud berlaku dengan

: endirinya.
)alam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat

12) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
indangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP
>esa,  selanjutnya  kepala  Desa menetapkan menjadi   ,

uran Desa.:J
. )alam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat I  r
12) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Uj



undangan yang. lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP
Desa, kepala Desa bersatna BPD mclakukan penycmpurnaan
^aling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung aejak
Uterimanya hasil evaluasi.

Pasal 36
^pabila hasil ev^luasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
J5 ayat (5) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala
Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang

KFB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan
' ^pala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi
raturan Kepala Desa, Bupati membatalkan peraturan

limaksud dengan Keputusan Bupati.
Cepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa
Ian Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja
ietelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Ian aelanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut
*eraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.

Jalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1J
Cepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap
iperasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan
nenggunakan pagu tahun sebelumnya sampai
>enyempumaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB-.
)esa disampaikon dan mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 37
t ip iti dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan

^ tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain.

Pasal 38
(1) . ^ancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah

luasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan
>esa tentang Are Desa.

(I | •eraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud
tada ayat (1) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember
ahun anggaran sebeiumnya.
Cepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa
entang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana

i lari Peraturan Desa tentai^ APB Desa.
Cepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB
>esa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB
)esa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah
litetapkan.    ;

Pasal 39
[epala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa
tepada masyarakat melalui media informasi.
nformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
nemuat:

APB Desa;
pelaksana   kegiatan  anggaran  dan  tim yang
?nf]ŝ Ifft^̂ nflIfflfi Icc^^atan^ dan

alamat pengajduan.

Pasal 40"
•emerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa
ipabila terjadi: ''eg

penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan I 7
Desa pada tahun anggaran berjalan;I /
sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan ]fr     t



Pasal 43
•elaksanaan  pengelolaan  keuangan  Desa  merupakan

nerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan
;lalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati.
kening kas Desa sebegaimana dimaksud pada ayat (1)

libuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan
cepala Desa dan Kaur Keuangan.
>esa yang belum memiliki pelayanan perbankan di
vilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekatt
rang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda f

ngan kepala Desa dan Kaur Keuangan.A IL.

^emerintah Desa dapat  melakukan perubahan tcrhadap
•eraturan KcpaJa Desa tentang perubahan penjabaran Are

sebelum Rancangan  Peraturan  Desa  tentang

•erubahan APB Desa ditetapkan.
•eraturan Kepala Deaa tentang perubahan penjabaran APB
)esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
ipabila terjadi:
t-   penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan

Desa pada tahun anggaran berjalan;
). keadaan yang menyebabkan harus segera Hil(>ln|kfin

pergeseran antarobjek beianja; dan
:. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya

dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam
tahun anggaran beijalan.

[epala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai
tetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan

>enjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada
Jupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan
Cepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa.

Pasal42
ntuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai APB
t sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan
il 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan

Pi rs turan Desa mengenai perubahan APB Desa.

pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam
tahun berkenaan;

:. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
ntar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan
ntar jcnis beianja; dan

1. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya
harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

erubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali
lalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar

Criteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada
lyat (2) diatur dalam Peraturan Bupati mengenai
^engelolaan Keuangan Desa.

*erubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
litetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB
)esa dan tetap mempedomani RKP Desa.



Pasal44
^omor rekening kas Desa sebagaimana dimaksud dalam
^asal 43 diiaporkan kepala Desa kepada Bupati.
3upati melaporkan daftar nomor rekening kas Desa kepada
jubernur  dengan  tembusan  Menteri  melalui Direktur
Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

Lporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan
ltuk pengendalian penyaluran dana transfer.

lur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah
rtentu   untuk   memenuhi   kebutuhan  operasional
merintah Desa.
ngaturan jumlah uang tunai sebagaimana dimaksud pada
at  (4}   elite tap kan dalam Peraturan Bupati  mengenai

>engelolaan Keuangan Desa.

Pasal45
^epala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan
inggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3
tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa

Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa
litetapkan.
>PA sebagaimane dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
.. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;
> .   Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan

:. Rencana Anggaran Biaya.
iencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana

limaksud pada ayat (2) huruf a merinci setiap kegiatan,
inggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana

ik kegiatan yang telah dianggarkan.
iencana Kerja Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada

: iyat (2) huruf b merinci lokasi, volume, biaya, sasaran,
' caktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran,

im yang melaksanakan kegiatan.
tencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat
2) huruf c merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.

dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan
: ancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa

g lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan
ebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal46
tekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling

?a IS (lima be las) hari kerja sejak Kaur dan Kasi
•nyerahkan rancangan DPA.

Ccpala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah
liverifikasi oleh Sekretaris Desa.

Pasal47
)alam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APB
>esa dan/atau perubahan Peraturan Kepala Desa tentang
•enjabaran  APB  Desa  yang  menyebabkan  terjadinya
^rubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan kegiatan,
tepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan
nggaran untuk menyusun rancangan DPPA.
iPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

i. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan; dan
Rencana Anggaran Biaya Perubahan.

ur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan
icangan DPPA kepada Kepala Desa melalui Sekrelaris [

)esa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan.li

fr



sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPPA paling
—na 15 (lima belas) hari kerja aejak Kaur dan Kasi

:nyerahkan DPPA.
Cepala Deaa menyetujui rancangan DPPA yang telah
liverifikasi oleh Sekretaris Desa.

Pasal 48
(11 Caur   Keuangan  menyusun  rancangan  RAK  Desa

>erdasarkan DPA yang telah disetujui kepala Desa.
(^ | iancangan RAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ipaikan kepada kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
^̂ aris Desa melakukan verifikasi terhadap rencangan

AK Desa yang diajukan Kaur Keuangan.
^epala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah
tiverifikasi Sekretaris Desa.

Pasal 49
R. IK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 memuat arus

i masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur
pi narikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran
bt rd|asarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.

Pasal 50
(]| ,irus kas masuk'sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49

i nemuat semua pendapatan Desa yang berasal dari
] ^̂ ndapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain.

(2 Jietiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
i lidukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 51
itrus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
i nemuat semua pengeiuaran belanja atas beban APB Desa.
'Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
i lidukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

i ] tukti  sebagaimana dimaksud pada ayat  (2) mendapat
l>ersetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung
j nwab atas kebenaran material yang tdmbul dari penggunaan
1 mkti tersebut.  :

(41 1 ^aur dan Kaoi pelaksana kegiatan anggaran
! >ertanggunggawab terhadap tindakan pengeluaran
! ebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5 i I [aur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan
1 luku pembantu kegiatan untuk mencatat semua
I ^engeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 52
(1 kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA

; ang telah disetujui Kepala Desa.
(21 i*elaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

< lilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau
1 lenyedia barang/jasa.

•elaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
i iiutamakan melalui swakelola.
: •engadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada
i iyat (3) dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan
: naterial/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong
lengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk
nemperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan
nasyarakat setempat.



lAPB I
n;I,
i;da^>

^alam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan
nelalui swakelola, bait sebagian maupun keseluruhan dapat
lilaksanakan oleh penycdia barang/jasa yang dianggap

ipu dan memenuhi persyaratan.

ntuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
itan pengadaan barang/jasa di Desa sebagaimana

limaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati
Mpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai
ingadaan bara&g/jasa di Desa.

Pasal 53
tur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan

5PP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai
lengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal
lama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.

yuan SPP wajib menyettakan laporan perkembangan
lelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Pasal 54
"enggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP

" agaimana dimaksud dalam Pasal 53 untuk kegiatan
igadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10

sepuluh) hari kerja.
)alam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum
lilakukan dalam waktu 10 (sepuhih) hari kerja, Kaur dan
[asi  pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan
lana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk
lisimpan dalam kas Desa.

Keuangan   mencatat   pengeluaran   anggaran

tebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam buku kas
num dan buku pembantu panjar.
iut dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan
irtanggungjawaban  pencairan  anggaran  sebagaimana

limaksud pada ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran
>engadaan barang/jasa kepada Sekretaris Desa.

rkretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti  transaksi
:mbayaran   dengan   pertanggungjawaban   pencairan
iggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana

ce^iatan a^ggara^.
n  hal jumlah  realisasi  pengeluaran pembayaran

>arang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur
Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa

lang ke kas Desa.

Pasal 55
'engajuan   SPP   untuk   kegiatan  yang  seluruhnya
lilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan

: etelah barang/jasa diterima.
'engajuan  SPP sebagaimana dimaksud pada ayat   (1)
lilampiri dengan:
i. pernyataan tanggung jawab belanja; dan
. bukti penerimaan barang/jasa di tempat.
)alam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada
Lyat (1), sekretaris Desa berkewajiban untuk:

meneliti  kelengkapan permintaan pembayaran yang
diajukan oleh Kaur  dan Kasi  pelaksana kegiatan

anggaran;
menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB
Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud^



Pasal 60
•enerimaan peipbiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya
ebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a digunakan
intuk:

menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan
lebih kecil dari pada realisasi belanja; dan
mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

i. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur
dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak
memenuhi pCrsyaratan yang ditetapkan

(•J)  ^epala Desa menyetujui perminlaan pembayaran sesuai
iengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa

(I) Caur  Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai
iengan  besaran  yang  tertera  dalam SPP  setelah
nendapatkan persetujuan dari kepala Desa.

Pasal 56
K iu : dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib
a er yampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan
d m anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari

(. seluruh kegiat&n selesai.

Pasal 57
dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun

1AB pelaksanaan dari anggaran belanja penanggulangan
ana, keadaan darurat dan mendesak yang diusulkan

^epada kepala Desa melalui sekretaris Desa.
Sekretaris Desa melakukan veriiikasi terhadap RAB yang

iulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Cepala Desa melalui surat keputusan kepala Desa
nenyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja
>enanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak
esuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris
Jesa.

^epala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja
lenanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak
tepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan
cepala Desa ditetapkan.

Pasal 58
Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas

iggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan
tetentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan
ang berlaku.

^aur Keuangan. sebagai wajib pungut  pajak melakukan
tongan    pajak    terhadap    pengeluaran    kas

Jesasebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(31 "emotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

. neliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai,
larang/jasa, dan modal.

{A i   laur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan
>ajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan
•erundang-undafigan.

Pasal 59
kas masuk dan arus kas keluar sebagaimana dimaksud
i Pasal 49 dari mekanisme pembiayaan sebagaimana

iksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dianggarkan dalam APB



Pasal 63
^natausahaan keuangan

) SiLPA yang digunakan untuk menutupi delisit anggaran
^ebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan
perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan
jendapatan dan/atau penghematan belanja tahun
jebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan-
icgiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa tahun
inggaran berkenaan.
SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum
lelesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
luruf b merupakan perhitungan nil dari anggaran dan
cegiatan yang haras diselesaikan pada tahun anggaran
jerikutnya.

<aur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran
neng^jukan kembali rancangan DPA untuk disetujui kepala
^esa menjadi DPAL untuk mendanai kegiatan yang belum
lelesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
luruf b.

) taur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam
nengajukan rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada
lyat (4), terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir
ealisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala
pesa paling lambat pertengahan bulan Desember tahun

^garan berjalan.
(t) feekretaris Desa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan

sisa kegiatan yang akan disahkan dalam DPAL.
(7) )PAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian

regiatan yang belum selesai atau lanjutan pada tahun
inggaran berikutnya.

Pasal 61
| ^encairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam

"asal 25 huruf b dan pembentukan dana cadangan
lebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dicatatkdn
lalam Catatan atas Laporan Keuangan.

•encatatan pencairan dana cadangan sebagaimana
limakaud pada ayat (1) merupakan penyisihan anggaran

la cadangan dalam rekening kas Desa.
I '. ^embentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada

: lyat (1) dilarang digunakan untuk membiayai program dan
'. regiatan lain diiuar yang telah ditetapkan dalam Peraturan
)esa mengenai dana cadangan.

i , Yogram dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan
'. *eraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
(plaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi

:uk melaksanakan program dan kegiatan.
i ! )ana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat  (4)

< lianggarkan pada penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

Pasal 62
i ' 'enyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26

'. luruf b dicatat pada pengeluaran pembiayaan.
i i lasil  keuntungan dari  penyertaan modal se^agaimana

i limakaud pada ayat (1) dimasukan sebagai pendapatan asli



aebagai pelakaana fungsi kebendaharaan.
{'.)   ^enatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat   (1)

iilakukan dengan  mencatat   setiap  penerimaan  dan
>engeluaran dalam buku kas umum.

(3|  ^encataan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud
jada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

Pasal64
Caur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum
^ang terdiri atas;
i. buku pembantu bank;
>.   buku pembantu pajak; dan^
', buku pembantu panjar.

Juku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
luruf a merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran
nelalui rekening kas Desa.
iuku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
luruf b merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan
^ngeluaran setoran pajak.

Juku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1J
luruf c merupakan catatan pemberian dan
lertanggungjawaban uang panjar.

Pasal65
P^rn rimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengan cara:

i lisetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah
. "rovinsi dan Pemerintah Daerah Kabupeten;

i tisetor  melalui bank lain, badan, lembaga keuangan
i lan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan
i lisetor  oleh Kaur  Keuangan untuk penerimaan yang
i liperoleh dari pihak ketiga.

Pasal66
: ^ngeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan
'. (AK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.
'engeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang

' lilakukan secar& swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan
pada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas

i  lasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh
I [epala Desa.

: "engeiuaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang
<lilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh
I Caur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA

i SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan
: nggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.

(4 I'engeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai,
<lilakukan secara langsung  oleh Kaur  Keuangan dan
<liketahui oleh Kepala Desa.

(5 1 'engeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud
jiada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan
1 :uitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.
1 Luitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
(litondatangani oleh Kaur Keuangan.

I ^uitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
<litandatangani oleh penerima dana.

Pasal67
1 tuku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan
t ebagaimana dimaksud dalam Paaal 63 ayat (3) dilaporkan I
i leh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat III



gian Desa yt },   terjadi karena adanya pelanggaran |

/

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban

Pasal 70
[epala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban
ealiaasi APB Desa kepada Bupati melalui camat setiap akhir
ahun anggaran.

iporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada
lyat (1) disampaikan paling Iambat 3 {tigs) bulan setelan
ikhir tahun an^garan berkenaan yang ditetapkan dengan
'eraturan Desa.
'eraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai
lengan:
l. laporan keuangan, terdiri atas:

1.laporan realisasi APB Desa; dan
2.catatan atas laporan keuangan.

>. laporan realisasi kegiatan; dan
:. daftar program sektoral, program daerah dan program

lainnya yang tnasuk ke Desa.

Pasal 71
(ljj   ^poran Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam

•asal 70 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan
'emerintahan Desa akhir tahun anggaran.

(a I  Jupati  menyampaikan  laporan  konsolidasi   realisasi
^laksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur
lenderal Bina Pemerintahan Desa paling Iambat minggu
cedua Bulan April tahun berjalan.

Pasal 72
^poran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal ,

diinformasikan  kepada masyarakat   melalui media

anggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
^ekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis
itas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

pekretaris Dcsa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan
lalisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan

repada Kepala Oesa untuk disetujui.

It    Bagian Keempat
Pelaporan

PasaJ68
(i|) kepala Desa menyampaikan laporan pclaksanaan APB Desa

! ^-anester pertama kepada Bupati melalui camat.

iporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
laporan pelaksanaan APB Desa; dan

, _.  laporan realisasi kegiatan.
(3|)  Cepala Desa menyusun laporan Bebagaimana dimakeud

>ada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan
ebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling iambat
?inggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Pasal 69
nyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB

kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina
intahan Desa paling Iambat minggu kedua Bulan Agustus



Pasal79
lat Peraturan Bupati ini mulai beriaku, maka Peraturan
Bombana Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pengelolaan

.< jigan Desa dicabut dan dtnyatakan tidak beriaku.

PasalSO
ran Bupati ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.

setiap   oijang   mengetahuinya,    memerintahkan
pe ig undangan Peraturan Bupati  ini dengan penempatannya

a Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Pasal78
•engelolaan keuangan Desa yang saat ini masih berjalan

i lerdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor 46 Tahun
::015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tetap beriaku

ai tahun 2018 sepanjang tidak bertentangan dengan
1 'eraturan Bupati ini.
1 'engelolaan keuangan Desa sebagaimana diatur dalam
raturan Bupati ini mulai beriaku untuk APB Desa tahun

^nggaran 2019.
jran Bupati mengenai Pengelolaan Keuangan Desa

ang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini tetap
1 erlaku dan wajib menyesuaikan paling lambat 1 fsatu)
'  t setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.

istratif dan/atau pelanggaran pidana dis
l ketentuan pi^raturan pemndang-undang
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D.

1.H l̂-ha^ yang harus diperhatikah dalam penyusunar
tahapan penyusunan hingga penetapan APB Desa.

2.Substansi APB Desa APB Desa memuat rencana pendapatan, rencana belanja
untuk masingmaBing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk

tahun yang direncanakan dirinci aampai dengan rindan objek pendapatan,
belanja, dan bembi^r^an'

Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran
merupakan perkiraan yang terukur s^cara rasional dan memiliki

^erta dasar hukum penerimaannya. Oleh karena itu dalam pedoman

APB Desa harus memuat hal-hal yang harus diperhatikan, yang

Kepai ion pendapatannya, termasuk pagu anggaran pendapatan dari
• x; dan
hukum, dan sekal^gus prioritas pengalokasiannya.

n. harus diarahkan ^^unakan untuk pelaksanaan pemerintahan
Desa yan [ menjadi kewenangan pemerintah Desa yaitu kewenangan hak asal-

n kewenangan lokal berskala Desa yang ditetapkan denga^ ketentuan

peraturan perundang-undangan. Pedoman penyusunan APB Desa

menguraikan hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa
' ;i beianja yang mdiputi belanja pegawai, belanja barang/j

belanj^1

n APB Desa, terkait waktu dan

Desa

Prestasi kerja W>g dimaksud adaJafa berdasarkan pada:
1.Indikator kineria, y^tu ukuran ^ebethasilan yang akan dicapai dari kegLata

direncanakan;
2.Capaian ataU target kineija, yOitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan

dicapai yang berwujud kualitafl, kuantit^s, e^̂ siensi dan efektifitas pelaksanaan

setiap unit barang/jasa

n yang

ii PenyuBuniui Peraturan Bupati/WaliKota lentang Penyusunan APB Deaa

HATERI MUATAM
PKHTOSDHAN PERATUKA1T BUT All

TE5TAKG
AH AHGGARAN PEHDAPATAR DAM BBLAH JA DESA

Mated muatan Peratijiraln Bupati tentang PenyuBunan APB Desa paling (edikit memuat:
A.Sinkronisaai Ke^ijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan kewenangan Desa,

RKP Desa, dan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa.
B.Prinsip Penyusunan APB Desa Memuat uraian tentang prinsip-prinsip yang harUB

menjadi pegangan dalam penyusunan APB Desa, dianlaranya adalah:
1.Sesuai deagan kebutuhan penyetenggaraan pemerintahan di Desa b^rdasarkan

bidang dan k •wenangannya;
2.Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam

peraturan p^ undang-undangan;
3.Tntnsparan, untuk memudahkan masyarakat  mengetahui dan mendapatkan

akses inform^ si seluas-luasnya tenta^g APB Desa;

4^Partisipatif, rj elibatkan peran serta rnasyarakat;
5.Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
6.Tidak bertentangan dengan kepentingan iimiini, peraturan yang lebih tinggi dan

peraturan la 'rah lainnya; dll. '

C.Kebijakan Pen fu lunan APB Desa

Adalah kebij ik in yang perhj ^nemtapat perhatian pemerintah Desa datam
perencanaan pe lyusunan APB Desa Tahun Anggaran berkenaan, teikait dengan
pendapatan, t eli nja, dan pembiayaan.

Penyusunan IP I Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran
berdasarkan pr^atasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja
dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran

yang diharapkaif dari kegiatan dan hasil aerta manlaat yang diharapknri termasuk
efisiensi dalanl p^ncapalan hasii dan h '



E. Hal-hal E
Menguraikan I tentang httl-hal tain dan khuius yang perlu diperhaokan dalam

penyusunan APB Deaa, diantaranya:
1. Penekanan terhadap pelakaanaan kegSatan yang diutamakan dilakukan melalui

Ewakelola,' dengan mem^ksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah .

setempat,. dilaksanakan secara gotoi^ royong dengan melibatkan partisipasi j
masyarak^t i Lntukmemperhiaa'lcemempatan kecja, dan pemberd^aan n

Pedom^ui penyusunan APB Desa hams mengatur hal-hal yang memastikan
bahwa alokasi belanja dengan hasil serta output yang akan dihaailkan dalam
suatu kegiatan adalah logis dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan
aerta ko^diai geografia Desa. Desa dapat mengatur standar satua^ harga yang

diaesuaikan dengan mengaeu harga satuan kabupaten sebagai patokan

tertinggi. iJika Eerdapat harga satuan matcrial/jaaa 3^ng lebih tinggi dari
kabup^tcJi, maka Desa haruB menyampaikan alaaan yang kuat.

c. Pembi4ya^n Desa
Pedoman penyuaunan APB Desa hanis mcnguraikan sees™ rinci hal-hal yang

perlu diperhatikan dalam penyusunan APB Desa dari sis: pembiayaan, yang

(1)Penerimaan pwabiaytum, terdiri dari SiLPA dan pencairan kembali dana
cadangan; dan

(2)Pengeluaran pembiayaan, terdiri dari penyertaan modal dan penganggaran
dana cadangan,

3. Cara mengisi format APB Desa '.

a.Rencana pendapatan memUat kelompok dan jenis pendapatan Desa, yang
dipungHt/dikciola/ diterima oleh Desa. Jenis dan Objek pendapatan Desa
selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Desa.

b.Rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klaaifikasi ekonomi.
Kla^iUkasd bidang terbagi ata^ mib bidang dan kegiatan. Klasifikasi eJconomi
diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek. Objek
belanja dam rincian objek beJanja dituangkan dalam penjabaran APB Desa.

c.R^ncana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat
digunakan untuk menutup defisit APB Desa dan pengeluaran pembiayaan
yang djgunekan untuk memanfaatkan surplus APB Desa yang masing-masing
diuraikan menumt  kelompok, jenis,  dan objek,  pembiayaan-    Objek

n dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB
Desa. I  '



Paaal 1
i Pendapatau dan Belanja Desa Tahun Aoggarsndengan

^dan sebagai berikut:

^endapatan DesaRp.

Jurplus/Deflsit   :"Rp.

:=Bmbiayaan Desa

Pcnerimaan PBtibiayaanRp.
Pcngehiaran PembiayaanRp.

JeHaih Pembiayaan (a-b)Rp. 

BADAI PBRMUSYAWARATAH DESA ... (Norna Desa)
dan

KZPALA DESA ... (Sama Data)

>ahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wi^ud dari
^ngelolaan keuangan Desa dilakaanakan secara terbuka dan

wrtanggung ja^^ab untuk sebesar-besamya kemakmuran
nasyarakot Desa; .

ermuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran .... yang diauaun sesuai dengan

nhan penyeienggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip
rebersamaan, efiaienai, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan

ingkungan, dan keroandirian aehingga menciptakan landasan kuat
melaksanakann pcinenntahan dan pembangunan menuju

nasyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

>ahwa berdasarkan pertimbanEan sebagaimana dimaksud dalam
a dan hunjtf br perlu menetapkan P^raturan Desa tentang

Inggaran Pendapatan dan Belanja Desa.  Tahun Anggaran ....;

9EHGAK RAHHAT TUHAH TAKOHAHA ESA

De&a tenla^ig APB DesaC.I. Format RancungHJ



aDesoJTAHUNNOMOR

KEPALA DESA ..(Nama Desa)

hal terjadi:
penambaban dan/at
tahun beijalan;
kcadaan yang m
objek belanja; dan
kegiatan yang  belum dilakaanakan Uhun sebelumnyn dan
menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

: Desa dapat mendahului peru^ahan APB D^aa dengan meLakukan
ihan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Den dan
eritahukannya kepada BPD.

Petaiuran Desa ini m

u pengurangan dalam pendapatan Dea pada

PasalS
Dea^  dapat

langgulangan bencana, keadaan darurat, dan mendcoak.

idsnaan  kegiatan  sebagaimana  dimaksud pada ayat   (1)
ncnggunakan anggaran jenis belanja tklak terduga.
•emerintah  Desa dapat   melakukan  kegiatan penanggulangan
•encena, kcadaan darurat,  dan mendesak yang belum tersedia

nggarannya,  yang  selanjutnya  diusutkan  dalam rancangan
t Deaa tentang pcrubahan APB Desa.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  ^ants memenuhi
liiteria:

bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah
Desa dan tidak dapat dip^cdikai aeb^lumnya;
tidak diharapkan terjadi secara berulang;
berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
memiliki dampak yang s^nifikan te^hadap ai^^aran d^l^m
rangka pemulihan yang disebabkan oleb.  kejadian yang luar biasa
dan/atau permasalahan sosial; dan

berakala lokal Desa.

.] iran sebagsimana dunaksud daJam Paaal 2 mer

.PBDesa;
daftar penyertaan modal, jika ter*edia;
laftar dana cadangan, jika tersedi&~ dan

' :giatan  yang belum dilaksanakan
jikaada.

SEKRETAR1S DESA..
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DRAIAM

]             NOMOR     ;
^        TEl^TANO   :

[QQARAlf PElfDAPATAM DAM BtUHJA E
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C.2. Format APB Deso





1/

KEPALA DESA ..(W#a 0*8^1 '

lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
ia dimaksud dalam Pasat 1 tercantum dalam Lampiran yang
bagian tak terpisahkan dari Peraturan Doa ini.

Pasal3
jabartn Anggaran Pendapatan Bela ĵa Desa yang

kan datam Peraturan ini dituangkan lebih la^jut dalam Dokumen
uiaan Anggarail. (DPA} yang disusun oleb Kepala Urusan dan
Seksi pelaksona kegittton anggaran.

Pasal4
Kepala Deaa Eni mulai berloku pada tanggal diundangkan^ A^^f

Drang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam Bents Desa (Nama

¥W^



anjaJana Honorarium

^^ni^lalan S
Kearaipan

dan  pcra lonal P-m^nntahmi

PmdB)M.m Iain-M^

PKV M IARMIAIGQARAR

A u^atan Pendapatan dan Belanja DewD.2. Format Pw^abarai



t. km. Ha] tegmUn dan astuw (ĵ kM, unit] input         ^

luupkanI,   /

obyek bcljinjc {Kotom 3 d)

dcnpn jumlah naraB yang dluuplan

™dii b ^u irkMi

.(NAMA(KtfKlDeu)



eh retaris   : Pejabat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakatb) S

Langkah^u fikah y.

yaitu:
1)Pwnt(cn ukan Tim Evahiaai APB Desa Kabupaten ditetapkan dengan Surat

Keputui wi Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan EvaJuasi APB
Desa dilampiri Pedoman Pelaksanaan Evaluasi APB Desa, dalam hal
pelaksanaan evaluasi oleh Bupati.

2)Tim ^̂ valuasi APB Desa sebagairaana dimaksud huruf ar terdiri dari:
a) Itet la: Pejabat pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah

perlu (tilnlr.,^n dalam pelaksanaan

E. EVALUASI

k^w^nangari D^^a yang nrengutanmkaD
kepentingauan peraturan perundangan.

kepada Bupati dan/a^u Camat
Desa tentang APB Desa atau Rancangan

Peraturan Desf t ntang Perubahan APB Desa,

I
C.SASARAN EVALUAS;

Saaaran pelaksanaa i evaluaai^ yaitu^
'. Diperoleh data din informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian

kepada Desa daJam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan
Rancangan Peraturan Deaa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Deaa

tentang Perubahan APB Desa.
2. Diperoleh data d^n informasi yang nkan menjadi dasar untuk memberikan penilaian

kepada Desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi Rancangan iPeraturan
Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan
Desa tentang Pertbahan APB Desa.

I  I
D.RUANO UNGKUFI  EVALUASI

Ruan^ lingkup p^aksanaan Eraluasi, jaitu:
1.A^pek adrninistrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait

dokumen pendukung dalam penyusunan Hancangan Peraturan Desa tentang APB
Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa;

2.Aspek legalitas yan^ raeliputi  identifikasi peraturan-peraturan yang melandaai
penyu^unan Rancangan Peraturan Desa dimak^ud;

3.Aspek kebijakan yang mdiputi idenuTikasi konsistensi substansi dan materi dengan
RPJM Desa dan RKP Desa; dan

4.Aspek substanaj anggaran daJam. struktur APB Deaa yang meliputi pendapata.
belanjadanpi

MAKSUD DAN
Maksuddantt
1. Maksud

Panduan imin tercapainya prinsip kepatuhan,
pengeiolaan keuangan Desa daiam

Desa dan Rancangan Peraturan IgPer
Rancangan

tentang P

'. Format Panduan Evi lu si Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

PANDUAlf EVALUASI
RANCANOAIT FERATURAM DHU

TUT * IO AHGGARAH PEHDAFATAN DAK BSLANJA DKBA

..  DASARPEMHURANI
1.Anggaran Penfla^alan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagai wujud dan pengekdaan

keuangan Desa yang dibahaa dan disepakati oleh Peroerintah Desa dan Badan
Permuayawaratan Desa (BPD) secara terbuka dan bertanggung jawab untuk scbesar-
beBamya kem^k^nuran masyarakat Desa ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan
Desa.|  |

2.APB Desa dis^si^n seniai kebutuhan dan kewenangan Desa yang berdasarkan Mas
transparan, aKu^tabel, pai'lisipEinf̂  s^f^^r  t€i'1ib dan disiplin Eui^^aron^

3.Bahwa berdasarkan PeraCuran Meiltcri ini, Rancangan Peraturan Desa tentai^ APB

Desa harus dieva^uasi oleh Bupati.

4.Berdasarkan ^etentuan aebagaimana teraebut di atas, Menteri Delam Negeri perhi
luarkan Panduan EvaJuasi APB Deaa sebagai acuan Bupati melakukan evaluasi



DokunteAl
1) Dokunlen Utama

a)Raitcangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah diaepakati
berBamaBPD; dan/atau

b)^ancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yang telah

diaepakali bersama BPD.
2}  DokUmen Penunjang (alai verifikasi)

' 1 lisampaikan oleh Desa

. utuaan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan
1 ancangan Peraturan Desa tentang APB Deaa (untuk evaluan

[ ancangan Perdea tentang APB Desa), berita acara hasil
t Kusyawarah; atau .

1 eputusan  MuGyamrarab.  BPD Pembahasan dan Per^ep^katan
I ancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa (untuk
* ^aluaai Rancangan Perdea Fentang Perubahan APB Desa);

[ encana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)-
I encana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan.
I okumen yang relevan (mioal, Perdes tentang pembentukan dana
c idangsjo,  Perdes tentang pendirian BUMDesa, hasil  analisa
I elayakan penyertaan modal BUMDes, dU)

"  i apkan oleh Tim Evaluasi
Peraturan Bupati tentang Pengelotaan Keuangan Desa

Peraturan Bupati tentang Oaftar Kewenangan berdasarkan hafc
asal-usal dan lokal berskala Desa

Perdes tentang Penetapan Daftar Kewenangan berdasarkan hak
asat-usul dan lokal berskal desa
Peraturan Bupad tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa
Peraturan Bupati tentang Dana Desa
Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa
Peraturan Bupati lentang BiSgi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Peraturan Bupati tentang Satuan Harga Kabupaten/Kota yang
didalamnya mengatur Standar Harga di Desa
Peraturan Bupati tentang Lingkup Pembangunan Desa
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Petaksanaan Evaluasi
Prooes evalua^i dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan, yaitu:
a. Pemeriksa'aii ^^lengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan l^galitas^

1) Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal aebagai berikuti
a}  Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi^
b) Kepatuhan atas penya^ian informasi dalam Rancangan peraturan yang

ka dil^

: Camat
: Kasi Pttmberdayaan Masyarakat Desa:
: Unsur pemerintah kecamatan dan UPT!

Kecamatan terkait
valuasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang memiliki

uai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan evaluasi
aturan Dena tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan

Desa tentang Perubahan APB Desa.

6) Segala .biaya yang dibutuhkan oleh tim evahiaai dalam mclaksanakan
tugasnva dibebankan ps4a Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

anbentukn lainnya, selanjutnya Camat i
ang terdiri daii:

dan Pemerintahan Desa Kabupaten atau
sebutan lainnya

c) .in^ota: SKPD terkait.
3)Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang

APB Desa dan Rancangan Peraturan Deaa tentang Perubahan APB Desa
kepada camat atau Bebutan lainnya. Apabila pelaksanaan evaluasi APB Desa
dideiegasikan kepada Camat,   selanjutnya Bupati   menerbitkan 3urat
Keputusan Bupati tentang Pendelegasian Evaluasi APB Desa dilampiri
Pedoman Pelaksanaan Evaluasi APB Desa.

4)Pendelegasian kewenangan melakukan evaluaai Rancangnn Peraturan Desa
tg APB Desa dan Rancangan Peraturan Deaa tentang Perubahan APB



tl tjakan dan struktur APB Desa/perubehan APB Desa.
a) La igl ah-langkah evaluasi tertuang dalam tembar kerja, tertampir.

3.  Hasil Evaluai
Setelah selesai i^ielaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Deaa tentang APB Desa

atau Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa, Tim Evaluasi
menyusun lAporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Keputuaan Bupftti-
Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk nienyampaikan temuan analisis
terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan

Desa tentang Perubahan APB Desa sebagai umpan balik kepada pemerintah Deaa
untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan terhadap Rancangan Peraturan

Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan
ABDesa. Laporan haail evahiaai' {LHE) teraebut secara garift benar menyajikan
infonnasi meng^nai:

a)evaluasi atas sistem APB Desa atau Perubahan APB Desa, dan
b)evaluasi aitas subatansi AFB Desa atau Perubahan APB Desa^

Laporan hasil evaluasi Ranc^ngan Peraturan Desa tentang APB Desa atau
Rancangan Peraturan Desa tenlang perubahan APB Desa didistribusikan kepada :
a.Kepala Dinas Pembe^dayaan Maayarakat dan Deaa, Femerin^^han De^a

seb^tan lauipya; dan
b.inapektOT x laerah Kabupatcn,

yp
Dokumen dengan k^tentuan yang bertaku tentang
bates waktu penyampaian dokumen;

: Kewropulftn secara narasi tentang ha^l langkah
1  s/d 4.

ail pemenkftaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi aeauai
- - jaai meminta ^epada PHnerintah Desa untuk melengkapinya.

ev^luasi dihitung kembaliBeteJah dokumen diterima secara

i Rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan teknis
in peraturan Deaa;

2) Langkaivlangkah evaluasi:
a) Langkah 1    : Pengumpulan dokumen evaluasi;

- Pen^atatan nomor, tanggal dart lcelengkapan
Laropiran semua dokumen;

c^ ^a Lgj iah 3• Penelitian ^an penganalisian n
^JL  ]d







semula

bertajnbah/[berkurangj
Jumlah belanja seteSah perubahan
Surplus/(Defisit) setelah perubahan

An ^ ran Pendapatan dan Belai^ja Desa Tahun An^aran   semul^
"Hp ,-   [),    bertambah/berlcurang  Bejvunlah

.  .     ..} sehingga menjadi Rp,- () dengan nnoan

eel af ai berikut:

BADAN PBSMUBTAWARATAM DB8A

KBPALA DBSA  (Nama Desa)

HAHMAT TUHAĴ  TASG MAHA B8A

KBPALA DE&A(NamaDesa),

sehubungan terjadi perkembangan yang tidak aesuai dengan
ei anggarcm yftng telali ditetapk^n dalam An^^aran PcQ^sp&^^n

da 1 Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan
ibiayaan, perlu dilakuksn perubahan Anggara^ Pendapatan dan
^nja Desa Tahun Anggaran   ,

wa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalara
ruf a,  perlu menetaplutn Peraturan Deaa tentang Perub^han

^t ggaran Pendapatao dan Belanja Desa (APB Desa) Ta^un A



NcmaDesa/TAHUn

setiap orang dapat  mengetahui, memerintahkan pengundangaii
iran Desa ini dalam Lembaran Desa... (nama Desa),

Ditet^jkan di..,.
pada tang^d„.^.

KEPALA DESA ..(Nama Desa)

tandtitangan

NAMA (Kepala Desal<

anggal diundongkan.

a. semulaRp

b b^rtambah/(berkurang)Rp
Jumlah penerunaan setelah penibahanRp.

!  Pengehiaran Pembiayaan
semulaHp,
bertambah/(berkurang)^1^.

LEMBARAN DESA.. .

Pe at iran Desa in

Desn menetapksn Peraturan Kepala Dei^ tentang Psnjabaran
han Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa seba^ai landasan
.or>al p^lakaanaaQ Penibahan APBDesa

n lebih lanjut Penibahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
. dimaksud Pasal 1 tercantuai dalam Lampiran yang

m< ru ^akan bagtan laic Mrpisahkan dan Peraturan Desa ini.



Ji AJKWARAK pmDWATAH DA*

TAHUJI AHGQA1UUI^^.,

FJ2. Format Perubahan



DesaJTAHUNNi

KEPALA DESA ../Nama DesaJ

tandatangan

NAMA (Kepala Desa) b

Bidang Penanggulangan Bencana,

Mendesak Desa
a. scmula

b bertambah/fberkurang)
Jumlah setelah perubahan

Si rplua (DcEsit) setelah Perubahan

ibiayaanDesa
PenerimaanP

2   Pengehiaran Fetnbiayaan

Pasal 2
lebih lanjut Pnjabaran Perubahan Anggaran P^ndapatan dan

i De^a sebaBHim^̂ na dlma^sud Pasal 1 tercantum ^JwI^tti L^u^ipiraii

merupakan bagian tak terpisabkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3
Penjabaran Perubahan APB Desa yang ditetapkan dalam
i dltuangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan

•ahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepaia Urusan dan
a Seksi pelaksana kegialan anggaran.

Pasal 4> '

^ran Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

setiap orang dapat niengetahui, memerintahkan pengundan^an
iran Kepala Desa ini dengan pencmpatannya dalam Berita Desa ..

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

2- ^.  Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

NAMA{Se

BERTTA DESA..

pads tsnggal,

SEKRETARIS DE8A .
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ibi Icngdn unuiui b^rupa rindan kebutuhan dalam k^^i
isi  dcngan volume dapal bempa ^umiah orang/^aiang
ih dcngtui harga ^aEium y^̂ ngk b^n untu

)     "  ^

JBMLAH(Rp|

^atur hiiUngd^n kod^ ^̂ keninj Ksuai dengan APB De^
nBRildBlurSubBiduiBd^lalden&eiiingHsuwAPBDaa

HARQA SATVAHVOLUHBUIA1I

Ttaran Buya (RAB) |

nRCAM AFOQARM BIATA

PISA            KECAHATAH

u

g

KEPALADE!

pmgLsum
itangduadengannn
b Bidang diisi  denga

Can

2 a

JUJ

MO

H. Format DPA
H.3. Format Rencana /

Bidang
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bii  dtnga^ nomtnklatur kode i^ktning sesuai APB D^^.

: diiBidrngan nndan ju^^tah ^n^arsn yang Ictah dibayar I

il^h p^imoitAJLA duia *ampai saat iniU/

)

80RAT PSRMHTAAlf PIUBATAI
t&kKBCAMATAH .. .

TAHDM AHQOARAlf



fkap

.)    ,.

lania tersebi^ diataa aebagai terlampir,  untuk kelenj
libuat dcngan sebenaraya.

' ' • ;                       -             .          KAUR/KASI

dvi laxL^ rdaminH K*uaj APB Dcoa-                        a
daturd^nkudarakmingiiMuai APBDtK.  ^J
hi dm kod^ raltcnmg Kiuai APS Deu    ^ I

muiMi

ataub.

Biidatu.

•anggung Jawab Belanja          )'  :     , "

KUKU PIMBAHTtl BAMK
gAKECAMATAJC„

TAHUH AKQOARAJI

an
it̂

in

N

Biilai-bukti pengelual
Demikian surat peroy

Carapencisum:
t. Bidang diiai  dB^an,
2. Subnidangd^dm

M.2. Format Pernyatai

Bidung         :  .

Kegiatan        \    \.
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:                   DiMtujui oleh;
:   K^pALA DESA        -   .-        KAUR KEUANGAN,

.   . ';'      • •    - . !                   •                '•";-.;   ;

-.)               : .     t^ •        ,'-^_   t1

n it unit penerimaan ats^̂  poigduru^a.     v                              '                                    I

1 r^l  pcncriiTuan atau pf3ig^luaran-

il ihrupiahpcnerimun                                        *^ ^

a] ih rupinh peogdu^rm.  .,  ;       ' \           • ^                 /
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